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KATA PENGANTAR 

 
Transformasi Birokrasi Berbasis Digital 4.0 

Sebuah Kebutuhan 
 

Pemerintah Indonesia telah membuat grand 

design reformasi birokrasi hingga tahun 2025. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

dalam melakukan reformasi birokrasi dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan 

birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu 

melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh 

nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Perubahan yang 

menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek 

manajemen pemerintahan. 

Reformasi birokrasi saat ini tidak sekadar pembenahan internal 

manajemen birokrasi pemerintahan. Akan tetapi juga harus mengacu 

pada perkembangan teknologi informasi di era revolusi digital 4.0. 

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi 

ditunjukkan melalui penyederhanaan birokrasi pemerintah. 

Dalam sebuah acara Wapres RI yang juga Ketua Komite Pengarah 

Reformasi Birokrasi Nasional Prof Dr. K.H Maruf Amin saat membuka 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 

menegaskan penyederhanaan layanan birokrasi dibantu dengan 

percepatan transformasi digital pemerintah yang berfokus pada 
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empat hal1. Pertama, percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan 

standar teknis implementasi sistem pemerintahan berbasis 

elektronik. Kedua, penyelesaian pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi 

pemerintahan (E-Government) yang terpadu dan terintegrasi secara 

nasional. Ketiga, penataan dan penyederhanaan struktur proses bisnis 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sebagai respon atas 

perubahan perilaku dan kebutuhan layanan masyarakat di era digital. 

Keempat, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, utamanya 

dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital 

birokrasi menuju birokrasi kelas dunia. 

Transformasi birokrasi 4.0 dapat disesuaikan dengan fase 

reformasi birokrasi yang pernah dijalankan. Tranformasi birokrasi 4.0 

ini sebenarnya adalah bentuk lain dari reformasi birokrasi yang terus 

berkesinambungan. Pertama mari kita lihat pada penataan organisasi. 

Mindset yang harus dikembangkan adalah organisasi bertujuan untuk 

membuat output, bukan memperpanjang proses. Dengan demikian, 

adanya semangat minim struktur dan kaya fungsi suatu organisasi 

bisa membuat suatu output dapat dikerjakan lebih cepat. 

Prasyaratnya adalah percepatan pembentukan berbagai jabatan 

fungsional. 

Aparatur negara harus memiliki spesialisasi teknis untuk 

meningkatkan layanan kepada para pemangku kepentingan. Dengan 

demikian, memperbanyak jabatan fungsional dengan pembentukan 

gugus tugas untuk penyelesaian suatu proyek dapat memotong rantai 

birokrasi yang selama ini kerap dikeluhkan. 

Patut kita akui isu paling hangat adalah masalah jam kerja. Dapat 

dikatakan bahwa jam kerja menentukan kinerja. Tapi pegawai yang 

masuk jam kerja, tidak pernah telat atau pulang cepat tidak jadi 

jaminan berkinerja. Price Waterhouse Cooper (PWC) merilis hasil 

survei dari 10 ribu orang di Asia, Eropa, Inggris dan Amerika Serikat 

 
1 Wapres RI saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 
yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui konferensi video di 
kediaman resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta, Kamis (17/12/2020). Lihat: 
https://setneg.go.id/baca/index/wujudkan_digitalisasi_pemerintahan_asn_perlu_tingkatkan_k
ompetensi_pe nguasaan_dan_pemanfaatan_teknologi_informasi 
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tentang dunia kerja di masa depan2. Salah satu hasilnya adalah 

generasi millennial menginginkan fleksibilitas lebih besar seperti 

bekerja dari luar kantor dengan bantuan teknologi. Ini sangat 

memungkinkan jika pekerjaannya bukan terkait dengan pelayanan 

langsung. 

Jam kerja yang 'tetap' memang penting untuk unit kerja yang 

melakukan pelayanan langsung seperti di rumah sakit, kantor 

pelayanan administrasi serta sentra-sentra pelayanan lainnya. Meski 

demikian, untuk kantor yang fungsinya sebagai back office, jam kerja 

yang rigid bisa jadi malah kontra produktif dengan output yang 

diharapkan. 

Seiring dengan semangat worklife balance dan pengarusutamaan 

gender, jam kerja yang lebih fleksibel menjadi tuntutan di industry 4.0, 

khususnya bagi pekerja Wanita dengan status ibu dengan anak balita. 

Segala hambatan yang sebelumnya mengharuskan pertemuan tatap 

muka dalam bekerja sekarang sudah bisa diatasi dengan teknologi. 

Seorang pegawai seharusnya tidak perlu ke kantor hanya untuk 

membuat suatu konsep pekerjaan atau sekedar mengetik sebuah 

naskah dinas. Prasyaratnya adalah berkas-berkas sudah digitalkan 

dalam komputasi awan. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, 

diberikan punishment dan reward bagi para pegawai dengan bentuk 

tunjangan kinerja seharusnya berdasarkan output kinerja pegawai 

sesuai dengan kontrak kinerjanya dan tidak dipotong dengan 

potongan absen. Dengan demikian, stress pegawai akibat kemacetan 

di jalan pun dapat dihindari dan kinerjanya diharapkan bisa 

meningkat. 

Setelah adanya gerakan reformasi Tahun 1998, paradigma yang 

berkembang dalam pemerintahan Indonesia adalah tuntutan 

pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dan terdapatnya ruang 

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. 

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul istilah clean and good 

governance di Indonesia, sehingga terciptanya kehidupan yang 

madani yang berorientasi pada era digitalisasi modern. 

 
2 Dunia Kerja Masa Depan: Menuju 2022. (Jakarta, 5 Februari 2015) Lihat: 
https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2015/indonesia/future-of-work-
ind.htm 
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Untuk mewujudkan clean and good governance terutama dari segi 

akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu 

langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem 

kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan Information 

and Communication Technologies (ICT) yaitu e-government atau 

Pemerintahan Elektronik. Sehingga tujuan penyelenggaraan e-

government adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat3. 

E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang 

dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan 

publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk 

mendapatkan kemudahan akses informasi publik4. Kebijakan dan 

strategi tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

government di seluruh jajaran pemerintahan secara menyeluruh. 

Penerapan dan realisasi e-government di Indonesia mengalami 

tantangan sejak adanya pertumbuhan era industri 4.0, salah satu 

kendala dalam penerapan e-government adalah karena terbatasnya 

regulasi sebagai payung hukum. Saat ini, belum ada regulasi yang 

benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme 

penerapan e-government berikut dengan tidak seimbangnya 

perkembangan teknologi yang begitu pesat dan tidak dapat 

terbendung lagi. Digitalisasi sudah mulai memasuki celah-celah 

kehidupan kita sehari-hari. Kemajuan teknologi tersebut kemudian 

banyak dimanfaatkan oleh sektor negeri maupun sektor 

privat/swasta. Banyak perusahaan bahkan industri kecil kreatif yang 

menggunakan teknologi digital dalam mengembangkan usaha 

mereka. 

Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 132 negara dalam 

Global Talent Competitiveness Index, dengan nilai 38,04. Untuk 

memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

 
3 Susartono, “E-Government Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik volume 2, no. 1 
(2006): hlm. 20 dalam Vani Wirawan, Jurnal Penegakan Hukum Dan KeadilanVol.1 No.1: 1-16 
Maret 2020 hlm 2 
4 Kusuma Dewi Arum Sari dan Wahyu Agus Winarno, “Implementasi E-Government System 
Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia,” Jurnal Jeam volume XI, 
no. 1 (2012): hlm. 2 dalam Vani Wirawan, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.1 No.1: 1-
16 Maret 2020 hlm 2 



~ vii ~ 

menerapkan Human Capital Management Strategy menuju SmartASN 

2024. 

Birokrasi 4.0 memiliki empat indikator. Indikator tersebut adalah 

percepatan layanan, empat indikator. Indikator tersebut adalah 

percepatan layanan, efisiensi layanan, akurasi layanan, fleksibilitas 

kerja, dan berdampak sosial. Dengan fleksibilitas waktu kerja ASN, 

pekerjaan tidak harus dikerjakan di kantor. Di masa mendatang, 

beberapa pekerjaan bisa dikerjakan di kantor. Di masa mendatang, 

beberapa pekerjaan bisa dikerjakan melalui Smartphone, yang tentu 

akan lebih efisien dan memperpendek alur birokrasi. Dalam konteks 

inilah Setiawan menjeleaskan tentang ASN yang dapat bekerja dari 

rumah yang menjadi perhatian media massa. 

Buku yang ditulis Dr. H. M. Harry Mulya Zein ini sangat relevan 

terhadap proses transformasi reformasi birokrasi pada era digital. 

Berlatarbelakang seorang birokrat dan akademisi, saudara Dr. H. M. 

Harry Mulya Zein cukup mumpuni dan konsisten berbicara soal 

gerakan reformasi birokrasi. Karena itu, buku yang ditulis Dr. H. M.  

Harry Mulya Zein sangat bermanfaat bagi keberlangsungan reformasi 

birokrasi di era revolusi digital 4.0. Atas nama Rektor Institut 

Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) saya mengapresiasi terbitnya buku 

ini. Selamat membaca. 

 

Jakarta, November 2023  

Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN)  

REKTOR  

 

 

 

Prof. Dr. Hadi Prabowo, M.M. 
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PRAKATA 

 

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa, atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang senantiasa 

melimpahkan berkah dalam setiap langkah perjalanan hidup. Buku ini 

merupakan wujud pengabdian dan dedikasi penulis dalam 

menyajikan pemahaman yang mendalam tentang Transformasi 

Birokrasi pada Abad 4.0. 

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Hadi Prabowo, M.M, Rektor 

IPDN, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang tak 

ternilai dalam penyusunan buku ini. Beliau telah menjadi sumber 

inspirasi penulis dalam memahami dinamika birokrasi di era Abad 4.0. 

Tidak lupa, ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga penulis 

yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam 

perjalanan ini. Tanpa kehadiran mereka, buku ini mungkin tidak akan 

terwujud. 

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada penerbit PT. 

Sada Kurnia Pustaka yang telah percaya dan mendukung dalam 

menerbitkan buku ini, sehingga pengetahuan penulis dapat 

tersampaikan kepada pembaca. 

Buku ini berisi tentang pemahaman mendalam mengenai 

transformasi birokrasi dalam menghadapi tantangan Abad 4.0. 

penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan dan 

pandangan yang berguna bagi pembaca dalam menghadapi 

perubahan yang cepat dan kompleks di era digital ini. 

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan 

inspirasi kepada semua yang membacanya. Terimakasih atas 

perhatian dan dukungan Anda semua. 

Salam Hormat, 

 

 

Dr. Drs. M. Harry Mulya Zein, M.Si.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Melanjutkan Reformasi Birokrasi 

Birokasi, menjadi kata yang tidak akan mau didengar banyak 

orang. Kata yang membuat setiap orang mengernyitkan dahi ketika 

mendengarnya. Kata yang membuat orang malas untuk 

menghadapinya, karena lama, bertele- tele menguras waktu dan uang. 

Akhirnya pat guli pat, ketika ada kebutuhan maka uang menjadi 

jembatan. Berujung birokrasi yang bobrok. 

Dahulu, bahkan para pengamat sudah memberikan garis bawah 

yang cukup tebal terhadap birokrasi di Indonesia. Karl D Jackson 

mengemukakan bahwa birokrasi Indonesia mengikuti pola 

bureaucratic polity, yang ditandai dengan pengabaian peran 

masyarakat dalam ranah politik dan pemerintahan. Di sisi lain, Hans 

Dieter Evers memandang proses birokrasi di Indonesia sebagai 

perpaduan antara model Parkinson dan Orwell. Model Parkinson di 

birokrasi terlihat dari peningkatan jumlah pegawai dan ekspansi 

struktural yang tidak terkontrol dalam sistem birokrasi. 

Sementara itu, model Orwell dalam birokrasi mencerminkan 

strategi pemerintah untuk memperluas dominasinya melalui regulasi 

dan peraturan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, bahkan 

sampai menggunakan kekuatan jika diperlukan. Akibatnya, birokrasi 

di Indonesia tidak mengalami efisiensi yang diharapkan, tetapi malah 

menjadi tidak efisien, berbelit-belit, dan penuh dengan aturan formal 

yang seringkali diabaikan. 

Itu dulu, ketika reformasi belum bergulir. Ketika melewati tahun 

1998, gaung kencang suara reformasi birokrasi mulai muncul dimana-

mana. Gerakan ini muncul untuk mewujudkan tata kelola 
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pemerintahan yang lebih tertata, lebih baik, lebih melayani dan lebih 

bersih atau biasa dikenal dengan istilah good government and clean 

governance. Reformasi birokrasi muncul dan digaungkan untuk 

melanjutkan perjuangan para mahasiswa saat itu, dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Karenanya, penting untuk menciptakan sistem pemerintahan 

yang akuntabel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik 

dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat. Reformasi 

birokrasi tidak lagi bicara kemampuan personal seorang pemimpin, 

tapi bicara tentang sistem dan aturan yang bisa dijalani bersama oleh 

siapapun di setiap bidang penempatannya.  

Secara teoritis, Max Weber mengatakan tentang birokrasi 

rasional yang hampir dianut oleh pemerintah demokratis atau 

otoriter. Weber mengatakan terkait ide birokrasi modern, adalah 

birokrasi yang lahir atas dasar kaidah-kaidah otoritas hukum, bukan 

lahir karena sebab lain, seperti otoritas tradisional maupun 

kharismatis. 

Weber menjabarkan lima prinsip mengenai otoritas legal. 

Pertama, undang-undang atau peraturan yang dibuat memerlukan 

patuh dari anggota masyarakat atau organisasi. Kedua, hukum sebagai 

kumpulan aturan abstrak membutuhkan administrasi untuk 

pengelolaannya sesuai batas hukum. Ketiga, pelaksana otoritas harus 

mengikuti prosedur yang netral dan tidak personal. Keempat, 

kepatuhan terhadap hukum didasari oleh peran individu dalam 

komunitas atau organisasi, bukan alasan lain. Kelima, ketaatan 

ditujukan pada sistem hukum netral, bukan pada orang yang memiliki 

otoritas. 

Mengenai ciri-ciri organisasi birokrasi ideal, Weber 

mengidentifikasi sepuluh karakteristik. Pertama, organisasi terbentuk 

dari rangkaian jabatan yang terdefinisi. Jabatan ini sering diwakili oleh 

gelar seperti penyelia, masinis, dan sebagainya. Kedua, tujuan 

organisasi dibagi menjadi tugas-tugas yang ditugaskan ke berbagai 

jabatan. Setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang 

jelas, sering diuraikan dalam deskripsi kerja. Ini memfasilitasi 

pembagian kerja yang jelas, memungkinkan spesialisasi dan keahlian 

tingkat tinggi di antara karyawan. 
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Ketiga, otoritas untuk menjalankan tugas didelegasikan pada 

jabatan tertentu. Artinya, individu hanya memiliki kewenangan untuk 

melakukan tugas-tugas jabatan ketika mereka secara resmi 

menempati posisi tersebut. Weber menyebut ini sebagai kewenangan 

legal, yang didukung oleh keyakinan pada supremasi hukum. Dalam 

sistem ini, kepatuhan didasarkan pada serangkaian prinsip, bukan 

pada individu. Hal ini termasuk kewajiban mengikuti instruksi dari 

atasan, tanpa memandang siapa yang menduduki posisi tersebut. 

Organisasi seperti pemerintah, militer, kejaksaan, dan kepolisian 

adalah contoh yang beroperasi berdasarkan kewenangan legal. 

Keempat, struktur kewenangan dan jabatan diatur dalam hierarki 

piramidal. Setiap karyawan bertanggung jawab kepada atasan mereka 

atas keputusan mereka sendiri dan keputusan bawahan mereka. 

Batasan kewenangan antara atasan dan bawahan didefinisikan 

dengan jelas. Konsep komunikasi ke atas dan ke bawah 

menggambarkan struktur kewenangan ini, di mana informasi 

mengalir dari posisi dengan kewenangan lebih besar ke posisi dengan 

kewenangan lebih kecil. 

Kelima, organisasi diatur oleh sistem aturan dan regulasi yang 

ketat dan umum. Tugas administrator adalah menerapkan regulasi ini 

pada situasi spesifik. Keenam, prosedur dalam organisasi bersifat 

formal dan tidak memihak. Para pejabat diharapkan bertindak tanpa 

memihak dalam interaksi mereka dengan klien dan rekan kerja, 

mengabaikan preferensi pribadi untuk memastikan keputusan 

rasional. Sistem ini dirancang untuk mencegah bias pribadi dalam 

pengambilan keputusan. 

Keenam, prosedur dalam suatu organisasi ditetapkan secara 

formal dan netral, dimana aturan-aturan organisasi berlaku sama 

untuk semua orang. Diharapkan bahwa para pejabat akan bersikap 

netral dalam interaksi mereka baik dengan klien maupun sesama 

pejabat. Mereka harus menepikan pertimbangan pribadi dan tetap 

tidak terpengaruh. Tujuan dari prosedur netral ini adalah untuk 

memastikan bahwa keputusan para pejabat tetap rasional dan tidak 

dipengaruhi oleh emosi atau preferensi pribadi. 

Ketujuh, pentingnya sikap dan prosedur yang mendukung 

penerapan disiplin yang efektif. Para anggota organisasi perlu 
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memiliki keterampilan yang memadai untuk membuat keputusan 

rasional secara mandiri. Jika ini tidak terjadi, koordinasi pekerjaan 

akan terganggu, mengakibatkan inefisiensi. Individu yang tidak 

menghormati kewenangan atasan, gagal memenuhi kewajiban, atau 

menerapkan aturan secara sembarangan, tidak dianggap sebagai 

kontributor efektif bagi tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan 

program disiplin dalam organisasi birokrasi untuk memastikan kerja 

sama dan efisiensi yang optimal. 

Kedelapan, penting bagi anggota organisasi untuk membedakan 

antara kehidupan pribadi dan profesional mereka. Misalnya, keluarga 

dari anggota organisasi tidak diizinkan untuk mengontak mereka 

selama jam kerja. Banyak organisasi berusaha keras untuk 

memastikan bahwa karyawan fokus penuh pada tugas mereka dengan 

tidak membiarkan urusan pribadi mengganggu pekerjaan. 

Kesembilan, dalam sistem birokrasi, pemilihan pegawai 

didasarkan pada kualifikasi teknis mereka, bukan karena hubungan 

politik, keluarga, atau jenis koneksi lain. Para pejabat mendapatkan 

posisi mereka melalui penunjukan, bukan pemilihan, yang membuat 

mereka lebih bergantung pada atasan daripada pada konstituen atau 

kelompok pemilih. 

Kesepuluh, walaupun pekerjaan di dalam organisasi birokrasi 

berdasarkan keahlian teknis, promosi jabatan diberikan berdasarkan 

senioritas dan kinerja. Setelah masa percobaan, pegawai biasanya 

mendapatkan status tetap dan perlindungan dari pemecatan tanpa 

alasan yang jelas. Karier di birokrasi dianggap sebagai pekerjaan 

seumur hidup yang menawarkan keamanan posisi. Kualitas ini 

diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang rasional dan efisiensi 

administratif. Para profesional berpengalaman dianggap mampu 

membuat keputusan teknis yang tepat. Dalam sistem ideal ini, hasilnya 

adalah penyediaan layanan publik yang efektif, mencakup berbagai 

aspek seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan 

lain-lain. 

Ketika layanan publik memadai, terjadi perubahan orientasi dari 

sikap otoriter dan mengendalikan menjadi lebih berfokus pada 

pelayanan. Pendekatan yang awalnya didominasi oleh kekuasaan 

berubah menjadi lebih membantu, dengan adopsi cara kerja yang 
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lebih fleksibel, kolaboratif, dan dialogis, serta menggantikan metode-

metode sloganis dengan pendekatan yang lebih realistis dan 

pragmatis (Tjoha dalam Widodo, 2001). 

Penting bahwa reformasi birokrasi menjadi langkah awal dalam 

meningkatkan layanan publik yang disediakan oleh aparatur 

pemerintah kepada masyarakat. Layanan publik ini tidak hanya 

terbatas pada proses perizinan, tetapi mencakup spektrum yang lebih 

luas dari fungsi dan tugas pemerintah dalam melayani masyarakat. 

Untuk aparatur birokrasi, memberikan layanan kepada 

masyarakat bukan hanya tanggung jawab tetapi juga keharusan. 

Seperti yang dinyatakan oleh Saefullah (1995:5), pemerintah, sebagai 

lembaga birokrasi, memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat. 

Sementara itu, masyarakat, sebagai pemberi mandat kepada 

pemerintah, berhak untuk menerima layanan dari pemerintah. 

Dengan demikian, menjadi tugas pokok aparatur pemerintah untuk 

menyediakan layanan publik kepada masyarakat. 

Karena itu, pemerintah bergerak dalam membangun grand 

desgin reformasi birokrasi. Pasca 1998, upaya untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih mulai dilakukan dengan menyebutkan dua 

gelombang road map. 

 

 

B. Sejarah Gelombang Reformasi Birokrasi 

Mengingat pentingnya reformasi birokrasi di Indonesia, maka 

Pemerintah Indonesia terus berupaya menggulirkan gerakan 

reformasi birokrasi. Indikator negara maju adalah terciptanya 

birokrasi yang bekerja secara profesional. 

Dalam sejarah reformasi birokrasi, fase pertama gerakan ini 

berlangsung dari 2004 hingga 2009, dengan fokus pada perbaikan 

institusional untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Ini diikuti oleh fase kedua reformasi birokrasi antara 2010 dan 2014, 

yang memiliki cakupan nasional dan institusional, bertujuan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. Fase ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas layanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
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publik. Berdasarkan grand design reformasi birokrasi 2010-2025 yang 

termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 81 Tahun 2010, tercatat bahwa pada fase pertama, kecepatan 

reformasi birokrasi lebih lambat dibandingkan dengan reformasi di 

sektor politik, ekonomi, dan hukum. 

Pada tahun 2004, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah kembali menekankan 

pentingnya penerapan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang 

baik secara universal. Ini menandai dimulainya pelaksanaan 

reformasi birokrasi secara bertahap sejak tahun tersebut. 

Beberapa tahun kemudian, pemerintah menetapkan grand design 

reformasi birokrasi untuk periode 2010-2025 melalui Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Di samping itu, peta jalan reformasi 

birokrasi untuk periode 2010-2014 ditetapkan melalui Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Menpan-RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2010-2014. 

Perlu diingat bahwa grand design reformasi birokrasi merupakan 

sebuah rencana utama yang menggambarkan kebijakan nasional 

reformasi birokrasi untuk periode 2010-2025. Di sisi lain, Road Map 

Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan operasional dari 

rencana tersebut, yang direncanakan dan dilaksanakan setiap lima 

tahun. 

Dalam konteks awal reformasi kebijakan ini, grand design 

reformasi kebijakan 2010-2025 menekankan pada pembangunan 

aparatur negara dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Optimalisasi reformasi pelayanan publik sangat bergantung pada 

keberhasilan reformasi birokrasi itu sendiri. Tanpa sistem dan 

personalitas birokrasi yang efisien, pelaksanaan pelayanan publik 

tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, reformasi pelayanan 

publik dan reformasi birokrasi harus berjalan seiring. Penting untuk 

memahami bahwa membicarakan birokrasi bukan hanya tentang 

individu, melainkan juga tentang sistem. Dalam hal ini, reformasi 

birokrasi tidak hanya terbatas pada perubahan personal individu yang 
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menjabat, tetapi juga pada perbaikan sistem organisasi atau lembaga 

pemerintah itu sendiri. Paradigma ini harus diperjelas. 

Kadang, ketika terjadi masalah dalam birokrasi, yang menjadi 

sorotan hanyalah individu-individu, bukan sistem birokrasi itu 

sendiri. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak 

sepenuhnya benar. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, saya 

menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah suatu keharusan. 

Reformasi birokrasi melalui penerapan struktur organisasi dan tata 

kerja yang baru di lembaga publik harus terus diupayakan dan 

diterapkan. Dalam konsep ini, pengisian jabatan harus benar-benar 

berdasarkan prinsip menempatkan orang yang tepat pada posisi yang 

tepat. Artinya, mengisi jabatan harus berdasarkan keahlian, 

keterampilan, dan pengalaman seseorang, bukan karena kepentingan 

pribadi atau kelompok. 

Berbagai kebijakan diterapkan untuk meningkatkan kompetensi 

dan profesionalisme seluruh aparatur. Langkah ini diambil untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. 

Penerapan prinsip menempatkan orang yang tepat pada posisi yang 

tepat akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di 

lembaga publik dan pemerintah. Pada dasarnya, pelayanan publik 

harus sederhana, berorientasi pada kebutuhan serta kenyamanan dan 

keamanan saat berinteraksi dengan lembaga publik dan pemerintah 

daerah. 

Seperti yang saya katakan berulang kali, prinsip utama pelayanan 

publik adalah menjadi lebih baik, lebih murah, lebih cepat, dan lebih 

sederhana. Dengan demikian, pelayanan tersebut dapat 

memungkinkan masyarakat untuk berperan secara seimbang dalam 

memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. 

 

 

C. Reformasi Birokrasi Mengalami Kemajuan 

Dalam satu dekade terakhir, reformasi birokrasi di Indonesia 

telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti, sebagaimana 

diuraikan oleh Bustari Irawan dalam tulisannya "Sekapur Sirih Buku 

Bunga Rampai". Perubahan ini terlihat jelas dalam peningkatan tata 
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kelola pemerintahan. Salah satu langkah penting yang telah diambil 

oleh pemerintah adalah penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang 

lebih efisien dan transparan. Selanjutnya, kemunculan Mal Pelayanan 

Publik (MPP) telah memberikan kemudahan dalam pengurusan 

berbagai izin di bawah satu atap. Pemerintah juga telah berupaya 

mempercepat dan menyederhanakan prosedur perizinan melalui 

implementasi sistem One Single Submission (OSS), yang 

mengintegrasikan data dan mengurangi kompleksitas birokrasi. 

Reformasi ini mendukung terciptanya birokrasi yang lebih 

responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan 

dengan harapan masyarakat. Keberhasilan ini juga menjadi dasar 

penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan revolusi industri 

4.0. 

Kesuksesan pemerintah dalam reformasi birokrasi selama 

sepuluh tahun terakhir ini termasuk peningkatan penerapan sistem 

merit melalui rekrutmen berbasis teknologi, pengelolaan anggaran 

yang lebih efektif dan efisien, penerapan e-government yang lebih luas, 

serta inovasi dalam pelayanan publik yang cepat. Terlebih lagi, 

integritas aparatur telah meningkat. Transformasi birokrasi ini 

merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa peradaban 

manusia tetap berkembang dengan stabil, dan negara serta 

pemerintahan tidak ketinggalan dalam menghadapi perubahan 

zaman. 

Namun, pembangunan sistem merit di instansi pemerintah 

melalui kegiatan prioritas penilaian dan pembinaan sistem merit ini 

juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari dalam 

maupun luar. Pandemi Covid-19, misalnya, telah menjadi salah satu 

faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, 

mendorong pemerintah untuk mengadopsi berbagai strategi 

penanganan dan antisipasi.Di tengah berbagai tantangan tersebut, 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tetap berupaya untuk mencapai 

kinerja secara optimal. Pada tahun 2020 KASN berhasil memastikan 

81 Instansi Pemerintah telah mencapai sistem merit manajemen ASN 

dengan kategori baik ke atas, yang terdiri dari 25 Kementerian, 14 

LPNK dan 4 lembaga lainnya, 13 Provinsi, dan 25 Kabupaten/Kota. 
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Berdasarkan penilaian sistem merit manajemen ASN pada tahun 

2020, aspek pengadaan (92.58%) merupakan aspek yang paling baik 

dalam penerapannya, disusul dengan aspek perencanaan kebutuhan 

(91.96%), sedangkan aspek pengembangan karier (56.07%) serta 

aspek promosi dan mutasi (55.44%) merupakan aspek yang paling 

rendah dalam penerapannya. Aspek pengadaan serta aspek 

perencanan kebutuhan dapat berjalan baik seiring dengan 

pelaksanaan seleksi CPNS yang semakin baik. Meski demikian masih 

diperlukan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan 

pelaksanaan aspek pengembangan karier dan aspek promosi dan 

mutasi berjalan dengan baik. 

Jika dilihat perkembangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 

2019 pelaksanaan tata kelola pemerintahan terus mengalami 

peningkatan secara signifikan. Indeks Efektivitas Pemerintahan (IEP) 

Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan, dengan skor 

yang melebihi 80 dan peringkat minimal di posisi ke-35. Data dari 

Bank Dunia pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 

ke-95, menandai kemajuan yang nyata. Ini mencerminkan lonjakan 26 

peringkat atau kenaikan skor IEP sebesar 8,81 dalam waktu tiga 

tahun. Pada tahun 2016, IEP Indonesia berada pada peringkat 121 

dengan skor 46, meningkat menjadi peringkat 98 dengan skor 53,37 

pada tahun 2017, dan akhirnya mencapai peringkat 95 dengan skor 

54,81 pada tahun 2018. 

Peningkatan ini tidak terlepas dari peran kritis Komisi Aparatur 

Sipil Negara (KASN) sebagai pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode 

etik, kode perilaku ASN, dan netralitas ASN, serta sebagai pengawal 

implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Sejak didirikan 

pada tahun 2014 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara, KASN telah memikul amanah ini selama tujuh 

tahun. 

Untuk meningkatkan IEP lebih lanjut, KASN telah melaksanakan 

serangkaian program dan kegiatan, termasuk: (1) pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi melalui proses seleksi terbuka yang berkualitas di 

instansi pemerintah, untuk mendapatkan pemimpin instansi 

pemerintah yang memiliki integritas, profesionalisme, kompetensi 

tinggi, dan kinerja baik, serta netral dan bebas dari intervensi politik; 
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(2) penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi 

pemerintah, menuju terciptanya manajemen talenta nasional; (3) 

pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, 

guna mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, dan 

bermoral tinggi; (4) menjaga netralitas ASN, khususnya dalam bidang 

politik, untuk mewujudkan kemandirian ASN dari intervensi politik. 
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GLOSARIUM 

C 

Clean Governance: Tata kelola pemerintahan yang bersih, ditandai 

dengan transparansi, akuntabilitas, dan minimnya korupsi dalam 

pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik. 

Close Government: Pemerintahan yang tertutup, cenderung kurang 

transparan dan tidak banyak melibatkan partisipasi publik dalam 

pengambilan keputusan. 

Cost Politic: Biaya politik, merujuk pada pengeluaran sumber daya 

(uang, waktu, tenaga) yang terkait dengan aktivitas politik. 

Cost Social: Biaya sosial, dampak negatif dari kebijakan atau aktivitas 

tertentu pada masyarakat, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau 

kerusakan lingkungan. 
 

 
G 

Good Governance: Tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup 

efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi publik, dan 

akuntabilitas dalam mengelola sumber daya dan kebijakan publik. 

 
I 

Intervensi Politik: Campur tangan pihak politik dalam kebijakan atau 

operasional yang seharusnya bebas dari pengaruh politis, seperti 

keputusan birokrasi atau peradilan. 

 
K 

Kompleksitas Birokrasi: Tingkat kerumitan dalam struktur dan 

prosedur birokrasi pemerintahan, yang bisa memengaruhi efisiensi 

dan efektivitas layanan publik. 

 
 

L 

Legislative: Lembaga legislatif, yang bertugas membuat undang-

undang dan mengawasi pemerintah. 
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Lembaga Eksekutif: Bagian dari pemerintahan yang bertugas 

menjalankan kebijakan dan hukum, biasanya dipimpin oleh kepala 

negara atau kepala pemerintahan. 

 
O 

Open Government: Pemerintahan yang terbuka, mendorong 

transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi dalam proses 

pembuatan kebijakan dan pemerintahan. 

 
P 

Pelayanan Publik: Layanan yang disediakan oleh pemerintah atau 

organisasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 

 
R 

Reformasi Birokrasi: Proses perubahan dan perbaikan dalam sistem 

birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas. 

Road Map Reformasi: Rencana atau peta jalan yang menggambarkan 

langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan reformasi 

tertentu. 

 
Y 

Yudikatif: Lembaga peradilan, bertanggung jawab atas penerapan 

hukum dan penyelesaian sengketa hukum, memastikan keadilan 

terlaksana. 

 

 

 



~ 109 ~ 

INDEKS 

A 

Akuntabilitas, 35, 39, 68 

Aparatur, iv, vii, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 72, 73, 91, 108 

B 

Birokrasi, iii, vii, viii, 9, 17, 22, 24, 38, 72, 114, 117, 118, 119, 120, 127 

D 

Daerah, iii, 33, 36, 46, 48, 57, 61, 65, 66, 67, 69, 70, 113, 128 

E 

Ekonomi, 62 

K 

Kolusi, 2, 15 

Korupsi, 2, 15 

L 

Lembaga, iii, 17, 56, 66, 70, 120 

M 

Masyarakat, 30, 36, 38, 39, 40, 64, 70, 72, 127 

N 

Nepotisme, 2, 15 

P 

Pembangunan, 17, 21, 48, 53, 55, 61, 69, 118, 127 

Pemerintah, iii, vii, 8, 11, 12, 18, 20, 22, 33, 49, 68, 73 

Pendidikan, 127 

Politik, 40, 114, 116, 119 

Publik, vi, 11, 32, 36, 72, 113, 114, 116, 117, 120 

R 

Reformasi, iii, vii, 2, 9, 10, 11, 22, 24, 27, 28, 120, 127 

T 

Transformasi, iii, iv, viii, 12, 24 

Transparansi, 35, 39, 122 

 

 



~ 110 ~ 

BIOGRAFI PENULIS 

 Dr. Drs. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si. 
Penulis lahir di Pandeglang pada tanggal 19 

Juli 1960. Ia memulai perjalanan 

pendidikannya di Pandeglang, dari SD 

hingga SMA. Setelah itu, beliau melanjutkan 

pendidikannya di Universitas Indonesia 

untuk program studi Administrasi Negara (S1) dan Ilmu Administrasi 

(S2). Harry kemudian meraih gelar doktoral di bidang Ilmu 

Pemerintahan dari Universitas Padjajaran.  

Sepanjang kariernya, Dr. Harry Mulya Zein telah menduduki 

berbagai posisi penting. Di awal kariernya, beliau menjabat sebagai 

Kepala Bagian Penyusunan Program pada tahun 1994, lalu meraih 

posisi sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada tahun 1996. Beliau 

terus menanjak dengan menjadi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 

pada tahun 1997, Camat Cipondoh pada tahun 1998, dan Asisten 

Administrasi Pemerintahan-SETDA pada tahun 2001. Tidak berhenti 

di situ, Dr. Harry juga pernah menjabat sebagai Asisten Pengendalian 

Pembangunan-SETDA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

pada tahun 2002, Sekda Kota Tangerang pada tahun 2004, Kepala 

Sekretariat KASN pada tahun 2015, dan Asisten Komisioner pada 

tahun 20019. Hingga saat ini, beliau aktif sebagai dosen di IPDN sejak 

tahun 2015.  

Dalam dunia penulisan, Dr. Harry Mulya Zein telah 

menghasilkan berbagai karya ilmiah dan buku. Beberapa judul yang 

menonjol di antaranya adalah "Ziarah Budaya Kota Tangerang: 

Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah", "Kultur 

Birokrasi Menebar Kepentingan Warga", dan "Reformasi Birokrasi: 

Belajar dari ~ 123 ~ Daerah". Selain itu, beliau juga banyajk berkarya 

dengan menulis artikel ilmiah.  

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kaya, Dr. 

Harry Mulya Zein tampil sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam 

bidang pemerintahan dan pendidikan. Karyanya mencerminkan 

pemikiran mendalam dan komitmen yang kuat untuk memajukan 

negeri. 



~ 111 ~ 

 


	b87b68c4b9bfef58d488b4a1555004439f02d70c85bd409285282b7854d05541.pdf
	b87b68c4b9bfef58d488b4a1555004439f02d70c85bd409285282b7854d05541.pdf
	b87b68c4b9bfef58d488b4a1555004439f02d70c85bd409285282b7854d05541.pdf

